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PUTUSAN
Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Srh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang
parkir, tempat tinggal di Kabupaten Medan Petisah Kota Medan,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan
surat gugatannya bertanggal 25 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor
455/Pdt.G/2019/PA.Srh pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08

Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat
PPN KUA, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : 463/38/VII/2007 tertanggal 07 Desember 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul
layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah
Penggugat di JI Suka Tirta No. 9 Lk IV Medan Kelurahan Suka Maju
Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak di

karuniai anak;
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4, Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis selama delapan tahun. Namun sejak tahun 2015 kehidupan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di
sebabkan;

1. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

2. Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah

Penggugat;

3. Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

4. Tergugat suka berjudi sehingga sering pulang pagi bahkan tidak

pulang kerumah;

5. Tergugat sering menjual aset milik Penggugat tanpa izin dengan

Penggugat;

6. Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada tanggal tanggal 07 Juni 2019, dimana Tergugat yang
menuduh Penggugat berselingkuh dengan adik kandung Penggugat
sendiri. Karena pertengakaran tersebut, Tergugat melakukan tindakan
kekerasan dalam rumah tangga, dan langsung pergi meninggalkan rumah
tanpa pamit dengan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah tinggal
bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah
tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
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mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sesuai ketentuan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat
telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara
maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat
untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dengan menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan mediator
upaya mediasi tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan tidak berhasil dan
dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-daliinya tetap
dipertahankan Penggugat;Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan
Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Tebing Tinggi

Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 463/38/VII/2007 Tanggal 07

Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaili Damanik yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
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Medan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P2;
B. Bukti saksi.
1. Saksi |, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat
tinggal Jalan Protokol, Dusun | Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei
Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan
Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik ipar Penggugat,
menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal
bersama di rumah Penggugat di JI. Suka Tirta No. 9, Lk. IV Medan
Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung
pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat jarang
memberi nafkah Penggugat, Tergugat melakukan tindakan kekerasan
dalam rumah tangga, Tergugat menjual aset tanpa izin Penggugat,
Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak
bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit

dengan Penggugat;
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- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan
perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;
Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak
mengajukan pertanyaan kepada saksi;
2. Saksi Il, umur 30 tahun, agama lIslam, pekerjaan |lbu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Dusun Il, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei
Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan
Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan
bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal
bersama di rumah Penggugat di JI. Suka Tirta No. 9, Lk. IV Medan
Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung
pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat jarang
memberi nafkah Penggugat, Tergugat melakukan tindakan kekerasan
dalam rumah tangga, Tergugat menjual aset tanpa izin Penggugat,

Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak
bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit
dengan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan
perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tahap pembuktian dari Penggugat sampai
perkara diputus Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah
diperintahkan untuk hadir dan dipanggil secara resmi dan patut sehingga
pembuktian dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan
Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan
Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat
merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampabh;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2)
R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor
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9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan
menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada
mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah
dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan
150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan
memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82
ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator bernama Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagaimana
laporan mediator tanggal 2 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang
mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283
R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut
diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam
gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti
surat P1 dan bukti surat P2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya,
ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik
sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah
memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil
Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan
Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan
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hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg
jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan
tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta
telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Misnar Bin Misran)
merupakan Adik ipar Penggugat, mengetahui langsung sejak Juni 2019
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah
bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Rahmadiyani binti Abdul
Muis) merupakan Tetangga Penggugat, mengetahui langsung sejak Juni 2019
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah
bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg
karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan
didengarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat
serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P1,P2
dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
bulan Juli 2007;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang,
Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat, Tergugat melakukan tindakan
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kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat menjual aset tanpa izin

Penggugat, Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2019;

5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut
di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah
benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai
dengan sekarang tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan
saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-
masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan
sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33
dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

2385 Jazs (g i) Blasl a8uill 5o 850 315 OF aildl &es

093555 p3alolY WS 0 &) 0 &3 55 8355

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang befrfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim
memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang
menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang
pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana
maksud yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22

Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;
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Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang
suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama

dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk
mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Igna’ juz Il
halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai
berikut :

aalle olall ade o lgzo i) azgill @) pae il Ol
artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,
di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan
talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang
telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada

Penggugat (Penggugat);
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3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.

566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam
Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober
2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami
Muhammad Reza Fahlepi, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br.
Sitorus S.H.I dan Nusra Arini, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum, oleh Muhammad Reza Fahlepi, S.H.l., M.H. sebagai Ketua
Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya

Tergugat.
Ketua Majelis
dto
Muhammad Reza Fahlepi, S.H.l.,, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
dto dto
Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I Nusra Arini, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti
dto

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:
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Biaya pendaftaran Rp  30.000,00
Biaya proses Rp 50.000,00

Biaya Panggilan Rp  470.000,00

Hak redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 6.000.00

Jumlah biaya Perkara Rp 566.000,00

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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